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BAB IV 

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP  

PUTUSAN NOMOR: 114/PID.B/2013/PN.SRG  

TENTANG TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MAKAR 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 

114/Pid.B/2013/PN.SRG Tentang Tindak Pidana Permufakatan Makar 

Dalam putusan ini Terdakwa Obaja Kemesrar terlibat dalam 

keanggotaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan bergabung dalam 

Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat 

(OPM-TPN) dan kini menjabat sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati 

di Distrik Salawati sebagai pangkat mayor yang mempunyai tugas dan 

fungsi untuk menghimpun menghimpun dan memantau kekuatan lawan serta 

turut serta dalam persiapan upacara proklamasi kemerdekaan, pengibaran 

bintang kejora, dan pembacaan susunan kabinet. 

Adapun alat bukti berupa sejumlah saksi yang keterangannya di bawah 

sumpah dibacakan di depan persidangan dan pengakuan terdakwa Obaja 

Kemesrar yang menunjukkan tindak pidana permufakatan makar serta alat-

alat yang digunakan untuk makar menurut hukum dirampas dan 

dimusnahkan, selanjutnya dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong. 
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Menurut penulis dalam putusan ini mengenai identitas terdakwa 

kurang valid, identitas dakwaan pada putusan ini ialah Obaja Kemesrar1, 

sedangkan identitas terdakwa pada amar putusan ialah Obaja Kamesrar2, 

sehingga asas kepastian hukum tidak ada dalam identitas terdakwa yang 

seharusnya menjadi salah  satu syarat sahnya putusan Hakim dalam perkara 

pidana adanya identitas terdakwa yang baik dan benar jika identitas 

terdakwa tidak ada kepastian hukum maka hukum putusan ini dapat 

kehilangan kekuatan hukum serta maknanya. 

Dalam perkara ini, terdakwa dalam dakwaan penuntut umum telah 

didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni: Kesatu: Pasal 110 

Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP atau Kedua: Pasal 110 Ayat (2) ke-1 

dan ke-3 KUHP Jo Pasal 106 KUHP dan hasil pemeriksaan dipersidangan 

Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan alternatif 

kesatu yakni Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP yang 

rumusannya sebagai berikut:3 

Pasal 110 

 

(1) Permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam 

pasal 104, 106, 107, dan 108 dipidana dengan pidana yang sama dengan 

pidana yang diancamkan terhadap kejahatan itu sendiri. 

 

 

Pasal 106 

 

                                                           
1 Lihat berdasarkan berkas putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang 

Permufakatan Makar, 01. 
2 Lihat berdasarkan berkas putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang 

Permufakatan Makar, 90. 
3 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003), 45. 
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“Makar dengan maksud dupaya seluruh atau sebagian wilayah negara 

jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, 

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun.” 

 

Menurut penulis Majelis Hakim dalam memilih dakwaan alternatif 

sudah tepat dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa, dan alat-alat bukti di persidangan, sedangkan dalam dakwaan 

alternatif kedua tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, 

yaitu Pasal 110 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 106 KUHP, sebagai 

berikut:4 

(2) Pidana yang sama dapat dijatuhkan bagi mereka yang dengan maksud 

untuk mempersiapkan atau memperlancar salah satu kejahatan yang 

diatur dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 telah: 

1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut melakukan kejahatan itu, untuk memberikan 

bantuannya pada waktu, atau memberikan kesempatan, sarana-sarana 

atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan yang 

bersangkutan. 

3. Mempunyai dalam persediaan, benda-benda yang ia ketahui bahwa 

benda-benda tersebut diperuntukkan untuk melakukan kejahatan itu. 

 

Dalam dakwaan alternatif satu pada putusan ini telah memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut: 

 

 

 

1. Unsur Barangsiapa 

                                                           
4 Ibid, 45. 
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Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dengan melihat dan 

mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang 

bukti serta surat-surat lain dalam berkas ini ternyata benar terdakwa 

yang dipersidangan perkara ini adalah Obaja Kemesrar yang tergolong 

mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai subyek hukum.  

Menurut penulis unsur pertama dalam putusan ini telah terpenuhi 

sebgaiamana teori hukum yang ada, yaitu unsur subyektif Dengan 

Maksud (Met Het Oogmerk) dalam arti sempit yakni semata-mata 

sebagai maksud pribadi dari pelaku (Opzet Als Oogmerk) secara 

potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan 

menjadi perbuatan yang dituju.5  

 

2. Unsur Permufakatan Makar 

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa Obaja 

Kemesrar telah bermufakat dengan para anggota TPN-PB/OPM antara 

lain saksi-saksi Isak Kalaibin, Klemes Kodimk, Obed Krimadi, Yordan 

Magablo, Hengky Mangamis, dan Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa 

dalam berkas perkara terpisah) untutk melaksanakan pengibaran bendera 

bintang kejora dan proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan 

kabinet.  

                                                           
5 Erdianto Efdendi, Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 

2011), 165. 
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Menurut penulis unsur permufakatan makar telah terpenuhi 

sebagaimana teori hukum yakni permufakatan jahat atau samenspanning 

untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 104, 106, 

107, dan 108 KUHP akan dihukum sama dengan kejahatan itu sendiri.  

Dalam pasal 88 memberikan penafsiran tertentu mengenai permufakatan 

yang apabila dua orang atau lebih bersama-sama menyetujui untuk 

melakukan suatu kejahatan akan dipidana dengan kejahatan itu sendiri 

meskipun belum ada perbuatan percobaan (poging) maupun perbuatan 

persiapan (voobereiding).6 

Dalam unsur permufakatan ini Majelis Hakim tidak 

mempertimbangkan unsur-unsur lain yang seharusnya dijadikan bahan 

pertimbangan dalam perkara ini, antara lain:  

a. Berusaha (Trachten) bahwa niat pelaku harus telah terwujud dalam 

suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan salah satu tindakan 

yang disebutkan dalam rumusan Pasal 110 ayat (2) angka 1, 2, dan 5 

KUHP. 7 Dalam dakwaan terdakwa alternatif kesatu  

b. Mempersiapkan (Om Te Bereiden) adanya unsur kesengajaan pada 

diri pelaku untuk mempersiapakan kejahatan pada salah satu tindak 

pidana yang diatur dalam Pasal 104,106, 107 atau 108 KUHP.8 

                                                           
6 Lamintang, Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), 88. 
7 Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: POLITEIA, 1991), 

108. 
8 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 98. 
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c. Memperlancar atau mempermudah (Om Te Bervorderen) 

kesengajaan berusaha melakukan salah satu tindakan secara 

limitatif dalam rumusan Pasal 110 ayat (2) angka 1 KUHP haruslah 

dimaksudkan oleh pelaku untuk memperlancar ataupun 

mempermudah dilakukannya pada salah satu tindak pidana yang 

diatur dalam Pasal 104,106, 107 atau 108 KUHP. 

d. Menggerakkan Orang lain, Menyuruh Melakukan, dan Turut 

Melakukan  (Een Ander Bewegen, Te Doen Plegen, Mede Te 

Plegen) dimaksud dalam rumusan Pasal 53 yakni agar seseorang 

dipersalahkan melanggar Pasal 106 KUHP, baik pelaku maupun 

sebagai orang yang membantu melakukan tanpa memandang cara 

bagaimana pun ia melakukan tindak pidana tersebut yang tidak 

digantungkan pada selesai dilakukannya perbuatan-perbuatan 

bersangkutan.9 

 

 

 

e. Pada Waktu Kejahatan Dilakukan (Daarbij) bahwa bantuan yang 

dimaksudkan oleh pelaku dapat diberikan oleh orang lain yang 

bersangkutan pada waktu orang tersebut melakukan kejahatan yang 

diatur dalam Pasal 104,106, 107 atau 108 KUHP.10 

                                                           
9 Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana (UMM Press, 2004), 118. 
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), 125. 
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Menurut penulis dalam unsur permufakatan makar pada putusan ini 

Majelis Hakim kurang jeli dan kurang teliti terhadap fakta-fakta hukum 

yang dikaitkan dengan dasar-dasar hukum tertentu sehingga dapat 

menimbulkan dan mempengaruhi peluang berat atau ringannya hukuman 

yang diberikan terhadap terdakwa selaku tindak pidana permufakatan 

makar. 

 

3. Unsur untuk Melakukan Makar dengan Maksud supaya Seluruh atau 

Sebagian dari Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan 

Sebagian dari Wilayah Negara menjadi Negara yang Berdiri-sendiri 

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa Obaja 

Kemesrar Telah Menyepakati rencana pelaksanaan pengibaran bendera 

bintang kejora dan proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan 

kabinet bersama dengan terdakwa lain yang merupakan suatu bentuk 

penyerangan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Suatu bentuk Niat dan Kesepakatan terdakwa dengan terdakwa lain 

merupakan permulaan dari rencana tindak pidana tersebut meskipun 

rencana makar itu tidak jadi dilaksanakan karena massa saat itu 

membubarkan diri, melarikan diri dan bersembunyi setelah ada bentrokan 

dengan tim patroli gabungan  Polri, TNI, dan BIN. 

Menurut penulis unsur untuk melakukan makar dengan maksud 

supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh 
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atau memisahkan sebagian dari wilayah negara menjadi negara yang 

berdiri sendiri telah terpenuhi melihat bahwa keterangan terdakwa 

maksud memisahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari 

teritorial wilayah negara dalam hal ini seluruh wilayah negara Indonesia 

yang batas-batasnya diatur dalam Hukum Internasional, yakni menjadikan 

suatu negara yang berdaulat sendiri. 

Maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan yang meringakan bagi Terdakwa sebagai berikut: 

Hal-hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 

2. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas kemanan negara; 

Hal-hal yang meringankan: 

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 

2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan; 

3. Terdakwa menyesali perbuatannya; 

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-

fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim Mengadili, 

Menghukum dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana 

Penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar perkara sebesar 

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 

Integritas suatu negara adalah terjaminnya keamanan dan keutuhan 

wilayah negara yang wajib dipertahankan dari kejahatan yang menyerang 
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keamanan dan keutuhan wilayah negara yang merupakan kejahatan makar.11 

Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini ialah yang dirumuskan dalam pasal 

106 KUHP. 

Menurut penulis perbuatan makar disini tidak identik dengan 

kekerasan (geweld). Perbuatan makar dalam pasal 87 disebutkan sebagai 

permulaan pelaksanaan yang berupa segala macam bentuk perbuatan dengan 

maksud untuk sebagian atau seluruh wilayah RI jatuh ketangan musuh dan 

atau sebagian wilayahnya dengan wilayah kesatuan negara RI. 

Mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 110 ayat (1) 

KUHP bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 88 KUHP, suatu 

permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang dianggap telah 

terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan 

kejahatan tersebut.  

Dalam hal ini beberapa orang bermufakat untuk melakukan kejahatan-

kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, atau 108 KUHP, 

menurut ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 110 ayat (1̀) KUHP telah 

dapat dipidana dengan pidana yang diancamkan dalam pasal-pasal 104, 106, 

107 atau 108 KUHP itu sendiri.12 

Tentang sebabnya permufakatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP yang 

secara nyata suatu tindakan persiapan itu telah dinyatakan dapat dipidana 

                                                           
11 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2002), 19. 
12 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010), 201. 
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berdasarkan pembentuk undang-undang telah menghendaki agar yang 

disebut staatsgevaarlijke misdrijven atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya 

berbahaya bagi keselamatan negara dapat diberantas pada waktu kejahatan-

kejahatan tersebut masih berada pada tingakat persiapan.13 

Dalam kejahatan ini tidak diperlukan benar-benar atau sebagian 

wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau telah terpisah sebagian wilayah 

dari kesatuan negara dan menjadi negara berdaulat sendiri. wujud perbuatan 

yang bisa dlihat dari pasal 53 (1) ialah dapat berupa wujud permulaan 

pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai maksud memisahkan 

sebagian wilayah RI atau jatuhnya wilayah RI ketangan musuh yaitu makar 

ini dapat dilihat sebagai percobaan berupa kejahatan yang berdiri sendiri.14 

Menurut penulis, apabila diperhatikan tindak pidana yang di atur 

dalam Pasal 110 KUHP di atas merupakan jenis tindakan yang paling rumit. 

Di samping itu, tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 110 KUHP 

tersebut meliputi beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 

106, 107, dan 108 KUHP.15 

Dalam konteks ini sangat wajar kiranya apabila kepentingan hukum 

Negara memberikan porsi hukum yang sangat ketat, mengingat dampak yang 

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut juga bisa menyangkut 

kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian tindak 

                                                           
13 Ibid, 202. 
14 Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus (Bandung: PT 

Karya Nusantara, 1984), 115.  
15 Tongat, Hukum Pidana Materiil (Djambatan: Jakarta, 2003), 206. 
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pidana tersebut harus sudah diberantas pada waktu direncanakan kejahatan 

tersebut, agar tidak menimbulkan akibat yang begitu besar.16 

Mengenai sanksi pidana dalam pasal ini menyebutkan permufakatan 

jahat dipidana sama dengan Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP yakni 

pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara paling lama dua puluh 

tahun, apabila perbuatan menyuruh orang dan seterusnya sungguh terjadi 

maka pidana dapat dilipat dua kali  meskipun pidana tersebut hanya sebatas 

persiapan.17  

 

B. Analisis Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG dalam Kajian Fiqh 

Jinayah Tentang Tindak Pidana Permufakatan Makar 

Dalam fiqh jina>yah permufakatan makar lebih identik dengan 

perbuatan Al-Tama>lu> adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang 

secara bersama dan terencana. Mereka bekerjasama melakukan jari>mah 

secara langsung sesuai dengan kesepakatan dan mereka memiliki tugas 

masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. 

Dalam hal ini mengenai jari>mah bugha>t  sebagaimana Ima>m Sha>fi’i>  

memberikan definisi: 18 

مَامُ  طاَعَةُ  عَنُْ م طاَعُ  وَرَئ یْسُ  شَوكَْةُ  ذَاتُ  جََاَعَةُ  خ ر وْجُ  وَُه ... فاَلْبَ غْىُ  دُ  فاَ ب تَأْو یْلُ  اْلإ   س 
 

Pemberontak adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan 

pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (Ima>m), dengan 

menggunakan alasan (ta’wi >l) yang tidak benar. 

                                                           
16 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Djambatan: Jakarta, 2003), 48. 
17 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 228. 
18 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jina>yah (Jakarta: AMZAH, 2013), 59. 
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Menurut penulis perbuatan terdakwa dalam putusan ini dalam 

prespektif fiqh jina>yah merupakan perbuatan at-tama>lu> bugha>t yaitu 

kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana 

yang sesuai dengan kesepakatan untuk keluar dari ketaatan ima>m Negara 

yang sah dengan cara tidak benar. 19 

Mengenai unsur-unsur pertimbangan hakim dalam putusan ini oleh 

terdakwa tindak pidana permufakatan makar menururt fiqh jina>yah, 

sebagaimana berikut: 20  

Pertama, unsur adanya niat melawan hukum, unsur ini terpenuhi 

apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan 

ima>m dalam konteks tidak menaatinya, atau menolak untuk melaksanakan 

kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam hal ini niat terdakwa 

melawan hukum dalam bentuk turut serta mensukseskan dan memperlancar 

pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, pengibaran bintang kejora, dan 

pembacaan susunan kabinet serta menjaga pelaksanaan tersebut jika 

sewaktu-waktu terjadi perang guna melawan musuh (TNI-POLRI) menurut 

berkas dakwaan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan 

alat-alat bukti, maka unsur pertama dalam jari>mah at-tama>lu> bugha>t dalam 

fiqh jina>yah benar-benar terpenuhi. 

 Kedua, unsur pembangkang dilakukan dengan kekuatan, unsur ini 

terpenuhi apabila tindakan pembangkangan dianggap sebagai 

                                                           
19 A. Djazuli, Fiqh Jina>yah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 17. 
20 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 111. 
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pemberontakan diisyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan 

pengerahan kekuatan, adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah 

adanya jumlah yang banyak dari para anggota yang memberontak atau 

kekuatan fisik dan senjata serta dukungan logistik dan dana yang 

memungkinkan mereka mengadakan perlawanan. Ima>m H}anbal mengartikan 

kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) untuk menumpasnya 

diperlukan prajurit yang banyak. 21  

 

Akan tetapi menurut Ima>m H}ani>fah mereka itu sudah dianggap sebagai 

pemberontak karena menurut Ima>m H}ani>fah  pemberontakan itu sudah 

dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan 

maksud untuk berperang dan membangkang terhadap ima>m, bukan 

menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata kalau situasinya 

sudah demikian justru akan lebih sulit untuk mencegah peperangan. 

Dalam hal ini terdakwa sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati di 

Distrik Salawati dengan pangkat mayor dengan tugas dan tanggung jawab 

untuk menghimpun dan memantau kekuatan di wilayah Salawati menurut 

dakwaan terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat-

alat  bukti, maka unsur kedua at-tama>lu> bugha>t dalam fiqh jina>yah benar-

benar terpenuhi. 

Ketiga, unsur pembangkang terhadap kepala negara (Ima>m) dalam hal 

ini terwujudnya jarimah pemberontakan diisyaratkan harus ada upaya 

                                                           
21 Ibid, 114. 
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pembangkangan terhadap kepala Negara, pengertian membangkang ialah 

menentang kepala Negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau 

menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban 

atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk 

kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan 

untuk kepentingan perorangan. 22 

Dalam hal ini terdakwa sebagai warga negara mempunyai kewajiban 

untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia bukan 

memecah belah atau memisahkan sebagian Negara menjadi Negara yang 

berdiri sendiri dan berdaulat tanpa alasan pembenar. Menurut unsur-unsur 

pertama dan kedua telah terpenuhi dalam jari>mah al-tama>lu> bugha>t menurut 

fiqh jina>yah yang perbuatan tersebut benar-benar ditujukan kepada kepala 

Negara, maka unsur ketiga dalam hal ini telah terpenuhi. 

Mengenai sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam 

jari>mah al-tama>lu> bugha>t yang sesuai dengan kaidah yaitu:23 

ُُْكُ یرُُْ شَُُلُ عُْفُ ُل ُ كُ ُنُُْعَُُكُ برُُْ شَُُلُ كُ ُلُُ أَُسُْیَُ ؤُْالُ مَُالتُ ُةُ الَُحَُُف   
 

Setiap orang yang turut serta berbuat jari>mah dalam keadaan tama>lu> dituntut 

dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jari>mah. 

 

Dalam hal ini menurut kitab suci Al-Quran : 

 

                                                           
22 Ibid, 116. 
23 Jundy Abdul Malik, Al-Mausu>’ah Al-Jina>’i,(Beirut: Dar An-Nahdhah), 145.  
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ُعَلَى اَ ُبَ غَتُْإ حْدَاهُ  ُفإَ نْ نَ ه مَا ُبَ ی ْ ُفأََصْل ح وا ُاقْ تَ تَ ل وا ن يَن ُالْم ؤْم  نَ ُم  ُطاَئ فَتَان  الأخْرَىُفَ قَات ل واُُوَإ نْ
ُاللَّ َُ ُإ ن  ط وا ُوَأقَْس  لْعَدْل  نَ ه مَاُبِ  ُبَ ی ْ ُاللَّ  ُفإَ نُْفاَءَتُْفأََصْل ح وا ُإ لََُأمَْر  ُتفَ يءَ ُتَ بْغ يُحَتَّ  ُال تِ      ُّ ُ

ط ين  الْم قْس 
 

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Akan tetapi, kalau yang satu 

melanggar perjanjian terhadapa yang lain, hendaklah yang melanggar  itu 

kamu perangi sampai surut kembali kepada Allah. Kalau ia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 

berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 

(QS. Al-Hujurat (49): 9).24 

 

 

ََل ب واُأوَُْت ُ قَط  ََُ اًاُأَنُْی  قَت  ل واُأَوُْی  ُفَُسَا ُالْأَرْض  وَرَس ولَه ُوَیَسْعَوْنَُف  ال ذ ینَُ ُّ َار ب ونَُاللَّ َُ اَُجَزاَءُ  انَّ 
ُ ۖ  ُوَُلََ مُْف  نْ یَاُ ُالد  زْيُ ُف  ل كَُلََ مُْخ  ۖ  ُذََٰ ُ نَُالْأَرْض  فَوْاُم  ُأَوُْی  ن ْ لََف  مُْوَأرَْج ل ه مُْم نُْخ  أیَْد یه 

ُعَظ یمُ  رةَ ُعَذَاب   الْْخ 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q,S. Al-Maidah (05): 33).25 

 

Menurut penulis dilihat dari kaidah fiqh jina>yah dan kedua sumber 

hukum ayat-ayat Al-Qur’a>n diatas menunjukkan bahwa terdakwa pelaku 

tindak pidan permufakatan makar harus dihukum sebagaimana yang telah 

ditetapkan pada garis hukum di atas, yaitu sanksi hukum terhadap orang 

yang memerangi Allah, Rasul-Nya, dan Pemimpin (Ima>m) dan membuat 

kerusakan di muka bumi adalah diperangi, dibunuh, dipotong tangan kaki 

mereka secara silang, dibuang dari negerinya. 26 

                                                           
24Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XXV-XXVI (Jakarta: PT PUSTAKA PANJIMAS, 2007), 190.  
25 Nazri Adlany, dkk, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT Sari Agung, 2002), 203. 
26 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 76. 


